
 
 

 

P E R A T U R A N  W A L I K O T A  S E R A N G  

NOMOR  39  TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SERANG TAHUN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

W A L I K O T A  S E R A N G ,  

Menimbang    :    bahwa   untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 

264 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu  menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Serang Tahun 2020; 

Mengingat      :        1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 

 

4. Undang-Undang ........ 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor  4748); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2018  tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
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10. Peraturan ……… 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1540); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 563); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611); 

 

 

16. Peraturan ........ 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 

32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 

2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Nomor 69); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7); 

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 

Nomor 19); 

20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Serang Tahun 2008 - 2025 (Lembaran Daerah 

Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7); 

22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang 

Tahun 2019 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN ………. 
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MEMUTUSKAN :  

Menetapkan      : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Kota Serang. 

  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Serang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah  Kota Serang. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 

8. Rencana Kerja Pemerintah , yang selanjutnya disingkat RKP adalah 

dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) tahunan; 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahunan; 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

 

12. Rencana .......... 
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12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun; 

14. RPJPD Tahun 2008-2025 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025; 

15. RPJMD Tahun 2018-2023 adalah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023; 

16. RKPD Tahun 2020 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang 

Tahun 2020. 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Kota Serang  dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 

Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 

 
Pasal 3 

(1) RKPD Kota Serang Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun pertama 

RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023. 

(2) RKPD Tahun 2020 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas 

pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman 

pada RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Banten Tahun 

2020, RKP Tahun 2020 dan program strategis Nasional yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat; 

(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan 

daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan 

efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. 

 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN. 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. 

BAB III   : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. 

BAB V ............ 



 - 7 - 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. 

BAB VII : PENUTUP. 

(2) Isi beserta uraian sistematika RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 5 

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai : 

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang 

dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020; 

b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2020. 

 

Pasal 6 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi atas pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan selanjutnya melaporkan 

kepada Walikota. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah 

Kota Serang. 

 Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 1 Juli 2019 

   WALIKOTA SERANG,  

         ttd 

 

                                        SYAFRUDIN 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 2 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, 
 

 
ttd 

 

 
T b .  U R I P  H E N U S   

  

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR  39 

 


